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o hilvwa dalam muapks pengembiangan  dan presrbi NG Mndrasal
dipandang perlu untuk memberikan pemetujuan penidirian Muthmxaly
Swasta di lingkungan Kamor Wilayah [Departemen Agarmm Provenn

Vempnbnaig

Nanageroe Acely Dianessalom
b. balwa Madrasah Swasta yany tercantum dalam kolom dus lampisa
Surmt Keputusan ini  telah memenull peryaratem yanyg ditentukan

wrtuk diberikan persetujuan penyelenigaran pendidikan

Undang-Undang Sisdiknas Nomer 20 Tahun 2003

| 1 Peraturan Pemeriniah Republik  Indonesia Nomor 29 Tahun 1990
tentang Pendidikan Menengah
W epulusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1971
COhrganisasi Departemen

peniEng Pakok-Pokok

ot

4, Keputusan Presiden RI Nomaor
A livah;

§, Keputusan Presiden RI1 Momor 173 Tohun 199
Madrasah Alryuh;

=

170 Tahun 1993 tenumg Madrsah

6. Keputusan Menten  Agama
Keduduknn, Tugas, Fungsi, Kewonangan
Tata Kerja Departemen Agama

7. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor

Madrasah Swasty jenjang Pendidikan Lnsuar dan  Menengah

1 - B, Kepurls

Madrasah Swista jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Madrasah Swasta jenjung Pendidikan Dasar dan Menesngah;
.d 10

Swastn di seluruh Indonesin;

i
11. Keputusan Direkiur Jenderal Kelembagasn Agama lslam Nomor

DLI/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah:

} permng Furkidlam

] Momeor | Tahun 2001 tenang
Susunan Organisas dan

742 whun 1997 tentang Suatas
limghkungan Direkiart Jendernl Pembinaon Kelembagaon Aguma Lulmm
an Direkiur Jenderal Pembinasn Kelembagaan Agama bslum

¥
Momor E/250.A/1997 tenlang Synral-sayars! don Tuincara Pendirian

- i 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagnan Agnnr 1slam
Mamor E250.A/1997 tenlang Syaral-syarm don Toncamn Perizinon

. Surat Edaran Dircktur Jenderal Pembinnan Kelembagaan Agama Lslum
Nomor EIV/PP.03 2ED/M62.A/1997 tentang Pendinian  Madmsah
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Tembusan :

MEMUTUSKAN

KEMTUSAN KEFALA BANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PFROVINGD NANGOGROE ALUTH DARLISSALAM TENTAMNG
PERSETLUUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
LINGRUNGAN KANTOR WILAY AH DEPARTEMEN AGAMA PROW NS
SNANGOROE ACEH DARLISSALAM

Membenkan perselujuan mias pendimian Madrasah Alivah Swasta yang
tercanivm dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti yung dimaksud dalam dikam
perama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdafiar dan Nomaor
Swmtistik Madrasah seperti yang torcantum dalam kolom 3 serin Plagam
Pendirian  Madraaah Swasia dengan nomor piagem  sebagaimana
tercanium dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

Apabila penyelenggorann pendidikan pads Madrasah lerschut dalam
dikwm dua lampiran Keputusan inl tidak sesuni dengan persyaratan yang
ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan schagaimana
mesiinya.

Segala sesuatu akan dirubah don ditinjou kembali sebagaimana mestinya
jika ternyats di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Suwal  kepuiusan fnd  diberikan  kepads Modrassh Swasm  yang
bersanghkutan untuk dipergunakan schageimann meshinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggeal : 16 Juni 2008 M
11 Jumndil Akhir 1429'H
ALA,

i KEPALA BIDANG MADRASAH
TOHEAN AGAMA 1SLAM
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I. Direktur Jendern] Pendidikan Isiam Dep. Apama R1, Jak

Lid b

. Direktur Pendidikan Madrasah Departemen Agama R.1, Jokpria
Kepala Kantor Wilavah Departemen Agama Provinsi

Manggroe Aceh Darussalam (sebagai laporan)

TS

. Kepals Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Kepala Kantor Departemen Agama Kab. A, Besar, Jantho
Kepala Dinas Pendidikan Kab. A. Besar, Jantho




LAMPIRAN SLIIAT KEPUTLSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
ACLAMA PROVING] MAT WiklIE ACEH DARLUSSALAM
i 74 Taham 2008
Tangygal 16 Juni 2008

DAFTAR MADRASAH ALIYAH SWASTA, ALAMAT, NsM,
DAN NOMOR PIAGAM

—————————— ————
Nomor Plagam

Nompor Staristik
Magdrasah

MAS Al-Knmal

Desa Keunalol
Kecamatan Seulimetm
Kabupaten Aceh Besar

An. KEPALA,

= el EFALA BIDANG MADRASAH
IDIDIKAN AGAMA ISLAM
LML
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- DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI NANGGROE
ACEH DARUSSALAM

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdgs;:_rl:un Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Nanggroe Aceh Dorussalam Nomor : 74  Tahun 2008
fangpal 16 Juni 2008

1 diberikan kepada :

Nama Madrasah : MAS Al-Kamual

Alamat i Deva Kewnalod

Kecamatan 1 Sewlimenm

Kabupaten/Kota i Kebupaten Aceh Besar

Provinsi :  Nanggroe Acel Darussalom
Penyelenggara Madrasah/
Yayasan :  Yayasan Tgk, H. Abdil Wahab Kenaloi

Tk, Seulimeaiwm)
Berdiri sejak s Juli 2006

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) ;

31211uﬁu41'l1|g|

Banda Aceh, 16 Juni 2008 M
11 Jumadil Akhir 1428 H
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KEPUTUSAN MENTER| ATAMA REPUBLIK INDOMESLA
MM :‘;:-IITAHUN 2016
TANC
pEArAHIfRMN LZIN OPERASIONAL PEMDIRIAN
e RASAH ALIYAH SWASTA AL-KAMAL
MATAN BEULIMEUM KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVING! ACEH.

® Menimbang @ a bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang hFHHUIU. perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat
melalui  organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan

madrasah sesual dengan standar nasional pendidikan;

b. bu.hwa1 masa berlaku izin operasional | pendirfian madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
habis;

c. buhwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian /operasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Pemberian lzin Pendirian Madrasah
Aliyvah Swasta Al-Kamal Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh
Besar Tahun 2016.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5670);
3. Peraturan ﬁ




3. Peraturan Pemerintal
iy [erbq:-:;:t Nomor 48 Tahuns 2008 tentang Pendansan

Negara Republik Ind Tah
Nomor Q) i ndonesia Tahun 2008
N 4H&”:Tilﬂ1bﬂhnn Lembaran Negara Republik  Indonesia

4. Feraturan Pemerintah ‘Momor 17 Tahun 2010 tentas Pengelolaan
ad,:::m oo %ﬁ""m""““ Pendidikan (Lombaran Negara Repubiik
R btlr!:'“ “hl-i-l'l_?.l']]u Nomor 23, Tambahoan Lembaran Negnra
dl:pu 1 Ih‘dnhﬂﬁlﬂ Momaor ﬁ'lﬁul lﬂbﬂgﬂimﬂ telah diubah
engan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
entang Pengelolnan dan Penyelenggarann Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor 112, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Pernturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian

Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 168);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasﬂrfﬁﬂﬂﬂmmh
Ibtidaiyah, Sckolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Alivah;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851};

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di

Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
) Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382)

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang
Diselenggarakan oleh masyarakat

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun
2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan lzin Pendirian
Madrasah, Penerbitan Surat keputusan Pengganti Izin Pendirian
Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan
Kerusakan Dokumen lzin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN ﬁ




Menetapkan

SSATU

KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN 1ZIN
%[RIAN; OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-KAMAL
TAN SEULIMEUM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2016.

: remb&ﬁkﬂ.ﬂ perpanjangan izin operasional pendirian madrasah
epada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3¢ September 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

-~ KEPALA KANTOR WILAYAH
, MENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
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2 |Nomor Statig
" Intadiasnt, ik  113121106001) \
3 |Alamat Madrasah Desa Keunaloi
Kecamatan Seulimeum
Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh
4 |Nama Organisasi [Vayasan Tgk. H. Abdul Wahab Keunaloi
Penyelenggara
5 |Akte Notaris Nomor. 09 Salimah, SH., M.Kn Tanggal 21 Februari 2011
Organisasi
Penyelenggara
6 |Pengesahan Akte |AHU-3777.AH.01.04. Tahun 2011 Tanggal 22 Juni 2011
Notaris
Organisasi
Penyelenggara

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

~ —KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
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